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Situbondo Regency is one of the regions designated as a pilot 

minapolitan area in Indonesia. This study aims to analyze the 

feasibility of developing a Minapolitan area in Situbondo Regency 

using a sustainable development perspective. The data processing 

method used in this research is the Mamdani fuzzy inference system. 

This study uses sustainable development dimensions to examine the 

feasibility of minapolitan area, including ecological, social, economic, 

and institutional aspects. Data processing aids using Matlab software. 

The results showed that the Minapolitan area in Situbondo Regency is 

feasible for a sustainable Minapolitan area. Situbondo Regency has an 

ecologically appropriate area and meets the requirements for 

developing fisheries and marine potential. The social environment in 

Situbondo Regency is also quite conducive to the development of the 

Minapolitan area, which can be seen from the community's active role 

in managing fishery resources. Community involvement in fisheries 

resource management is supported by fishermen and cultivation 

groups, including supporting institutions that can institutionally 

strengthen the presence of minapolitan in Situbondo Regency. The 

Minapolitan area's development is considered to provide economic 

benefits to both the communities around the area and the local 

government. 

Keyword 
fuzzy inference system; 

minapolitan; 

Situbondo; sustainable 

development 

© hak cipta dilindungi undang-undang 

 

                                                 
* Penulis korespondensi 

Email : yuliwibowo.ftp@unej.ac.id 

DOI 10.21107/agrointek.v15i1.8099 





Wibowo et al./AGROINTEK 15(1): 354-363                                                                  355 

 

PENDAHULUAN  

Kabupaten Situbondo merupakan 

salah satu kabupaten yang terletak di 

pesisir pantai utara Provinsi Jawa Timur 

yang memiliki potensi di sektor perikanan 

dan kelautan.  Luas wilayah laut di 

kabupaten ini sebesar 1.142,4 km (BPS 

2019). Secara geografis, wilayah potensi 

tersebut terkonsentrasi di wilayah pantai 

dengan usaha-usaha penangkapan ikan di 

laut, budidaya tambak, budidaya air tawar, 

budidaya air laut, pembenihan, dan usaha 

pengolahan (Ismail, 2013). 

Dalam rangka memanfaatkan potensi 

perikanan dan kelautan di Kabupaten 

Situbondo, maka diperlukan program blue 

economy atau industrialisasi usaha 

perikanan dari hulu hingga hilir yang dapat 

menjamin usaha perikanan berbasis pada 

pengembangan kawasan (Ghalidza, 2020), 

salah satu programnya adalah 

pengembangan kawasan minapolitan 

(Wibowo et al., 2015).  Dengan 

pengembangan kawasan minapolitan 

diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian masyarakat di sekitar 

kawasan (KKP 2013). 

Kabupaten Situbondo merupakan 

salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai 

kawasan minapolitan percontohan (KKP 

2013).  Penetapan lokasi kawasan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo 

didasarkan pada Surat Keputusan Bupati 

Situbondo Nomor 118/516/P/004.2/2013 

tentang Penetapan Lokasi Minapolitan di 

Kabupaten Situbondo, yang meliputi 

Kecamatan Banyuputih, Mangaran, 

Panarukan, Bungatan, Kapongan, dan 

Besuki.  

Kawasan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo mempunyai prospek yang 

optimis bisa dikembangkan (Wibowo et 

al., 2020). Pengembangan kawasan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo 

diharapkan mampu menciptakan manfaat 

ekonomi dan daya saing.  Namun 

demikian, tantangan yang dihadapi dalam 

pengembangan minapolitan saat ini sangat 

kompleks untuk mewujudkan minapolitan 

secara berkelanjutan.  

Untuk memastikan agar 

pengembangan kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan dan dapat 

berkelanjutan, maka perlu dilakukan kajian 

mendalam tentang kelayakan 

pengembangan minapolitan yang 

berkelanjutan.  Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji kelayakan pengembangan 

kawasan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo menggunakan pendekatan 

pembangunan yang berkelanjutan 

(sustainable development).   

METODE 

Kerangka Pemikiran 

Praktik pengembangan kawasan 

minapolitan yang telah dilakukan selama 

ini cenderung bertujuan untuk 

merealisasikan potensi pengembangan 

ekonomi semata dengan mengabaikan 

faktor-faktor keberlanjutan (Gowdy dan 

Howarth, 2007; Al-Masroor dan Bose, 

2011; Klarin, 2018; Mensah, 2019; 

Stafford, 2019). Penelitian ini dirancang 

untuk menghasilkan suatu model 

pengembangan kawasan minapolitan 

secara berkelanjutan yang difokuskan pada 

aspek kelayakan, yaitu apakah minapolitan 

yang telah ada di Kabupaten Situbondo 

layak dapat dikembangkan secara 

berkelanjutan. 

Kajian keberlanjutan kawasan 

minapolitan mengacu pada pilar-pilar 

pokok model pembangunan berkelanjutan, 

yang meliputi dimensi ekologi, ekonomi, 

sosial, dan kelembagaan (Wibowo et al., 

2015), dengan tidak meninggalkan ciri 

khas minapolitan sebagai titik tolak 

analisisnya.  Model generik pembangunan 

berkelanjutan, terkait dengan penggunaan 

pilar-pilar keberlanjutannya, dimodifikasi 

sesuai dengan lingkup dan tujuan 

pengembangan (Glavič dan Lukman, 
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2007). Pilar-pilar keberlanjutan tersebut 

menjadi prasyarat bagi pengembangan 

kawasan minapolitan yang berkelanjutan.  

Kerangka pemikiran yang melandasi 

perancangan penelitian kajian 

pengembangan kawasan minapolitan yang 

berkelanjutan di Kabupaten Situbondo 

ditunjukkan pada Gambar 1. 

Studi Pendahuluan

Aspek 

Kelembagaan

Aspek     

Sosial

Aspek     

Ekonomi

Aspek     

Ekologi

Rekomendasi

Mulai

Selesai

Analisis Kelayakan 

Minapolitan

 
Gambar 1 Kerangka pemikiran 

Metode Pengumpulan data 

Data penelitian terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Data primer diperoleh 

secara langsung dari hasil penggalian 

informasi dari pakar baik secara terstruktur 

menggunakan kuesioner maupun secara 

tidak terstruktur dengan melakukan 

wawancara secara mendalam untuk 

mengeksplorasi informasi sebanyak-

banyaknya.  Pakar penelitian terdiri dari 

akademisi, praktisi agroindustri, dan 

pejabat pemerintah daerah Kabupaten 

Situbondo.   

Pengumpulan data sekunder 

dilakukan dengan melakukan komunikasi 

kepada pihak-pihak sumber informasi dan 

mengunjungi beberapa sumber data, serta 

mencari koleksi data hasil penelitian yang 

relevan.  Data sekunder diperoleh dari 

Badan Pusat Statistik, Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Situbondo, dan 

instansi terkait, serta penelusuran internet. 

Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang 

digunakan dalam penelitian adalah fuzzy 

inference system yang didasarkan pada 

teori himpunan fuzzy (Zadeh, 1965). 

Teknik fuzzy inference system yang 

digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode fuzzy tipe Mamdani.  

Prosedur metode Mamdani pada penelitian 

ini mengacu pada Sunjana (2019). 

Konfigurasi pengembangan fuzzy 

inference system dalam analisis kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo ditunjukkan pada 

Tabel 1.   
Tabel 1  Konfigurasi Pengembangan Fuzzy 

Inference System 

No Konfigurasi Keterangan 

1 Sistem Fuzzy Tipe Mamdani 

2 Metode “AND” Minimum 

3 Metode “OR” Maksimum 

4 Metode “IMPLIKASI” Minimum 

5 Metode “AGREGASI” Maksimum 

6 Metode 

“DEFUZZIFIKASI” 

Centroid 

7 Fungsi Keanggotaan Trapmf dan 

Trimf 

 

Penilaian indikator keberlanjutan 

kawasan minapolitan menggunakan tiga 

skala (crips), yaitu 1 (tidak layak), 3 

(cukup layak), dan 5 (layak). Jumlah aturan 

(knowledge base) yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak 81 aturan, yang 

diperoleh melalui akuisisi pengetahuan 

pakar.  Alat bantu pengolahan data 

penelitian menggunakan perangkat lunak 

Matlab (MathWorks, 2004). 

 Variabel fuzzy dan fungsi 

keanggotaan aspek kelayakan minapolitan 

ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Variabel fuzzy kelayakan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Aspek Ekologi 

Analisis aspek ekologi bertujuan 

untuk mengidentifikasi kesesuaian lokasi 

(ekologis) untuk pengembangan kawasan 

minapolitan. Hasil analisis kelayakan 

kawasan minapolitan pada aspek ekologi 

ditunjukkan pada Tabel 2. 
Tabel 2 Analisis kelayakan aspek ekologi 

Indikator Bobot Skor Indeks 

Tingkat pemanfaatan 

sumberdaya 

perikanan 

14,78 4,21 62,22 

Curah hujan 11,02 1,00 11,02 

Pengolahan limbah 

budidaya 
8,22 4,21 34,66 

Kesuburan 

sumberdaya 

perikanan 

12,39 4,99 61,82 

Produktivitas usaha 

perikanan 
9,48 4,99 47,30 

Penggunaan hasil 

samping 
10,51 4,21 44,24 

Ekstrimitas iklim 12,73 3,55 45,19 

Kejadian banjir 7,10 3,00 2,13 

Jarak lokasi usaha 

perikanan dengan 

pemukiman 

6,85 3,00 20,55 

Pengetahuan tentang 

lingkungan 
6,92 3,00 20,76 

Total Penilaian 369,00 

Sumber : data diolah (2019). 

Hasil pemetaan analisis kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan pada 

aspek ekologi menggunakan Matlab 

ditunjukkan pada Gambar 3.  

 
Gambar 3  Analisis kelayakan aspek ekologi 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan 

menunjukkan bahwa secara ekologis 

kawasan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo “layak” dikembangkan.  

Kabupaten Situbondo memiliki wilayah 

yang sesuai dan memenuhi syarat untuk 

pengembangan kawasan minapolitan. 

Kelayakan wilayah Kabupaten 

Situbondo sebagai kawasan 

pengembangan minapolitan pada aspek 

ekologi dipengaruhi beberapa faktor 

pendukung, diantaranya yaitu kesuburan 

sumberdaya perikanan, produktivitas 

usaha perikanan, dan tingkat pemanfaatan 

sumberdaya perikanan. 

Dalam rangka upaya peningkatan 

kesuburan sumberdaya perikanan dan 

produktivitas usaha perikanan, Pemerintah 

Kabupaten Situbondo telah melakukan 

upaya rehabilitasi ekosistem perairan.  

Pemerintah Kabupaten Situbondo 

melakukan penanaman hutan jalur hijau 

pesisir melalui kegiatan rehabilitasi 

ekosistem mangrove dan perbaikan 

ekosistem vegetasi pantai berupa cemara 

udang, cemara laut dan ketapang di 

beberapa kecamatan berpantai.  Selain itu, 

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui 

Dinas Perikanan juga telah melakukan 

upaya untuk meningkatkan kawasan 

konservasi laut melalui pencadangan 

kawasan konservasi laut. Kegiatan dalam 

upaya meningkatkan kawasan konservasi 

laut ini dilakukan melalui penyediaan 

sarana dan prasarana Kawasan Konservasi 

Perairan dan fasilitasi pengelola Kawasan 

Konservasi Perairan dan Zonasi Rinci 

Kementerian Kelautan dan Perikanan.  



358                                                                Wibowo et al./AGROINTEK 15(1): 354-363 

Faktor pendukung kelayakan kawasan 

minapolitan lainnya yaitu tingkat 

pemanfaatan sumberdaya perikanan.  

Pemanfaatan sumberdaya perikanan terkait 

dengan pemanfaatan potensi kelautan dan 

perikanan yang dimanfaatkan oleh 

masyarakat.  Potensi kelautan dan 

perikanan yang menunjang pengembangan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo 

meliputi: (i) usaha penangkapan ikan di 

laut; (ii) usaha budidaya berupa tambak, 

kolam, keramba jaring apung, rumput laut, 

benih air laut, dan benih air tawar; dan (iii) 

usaha pengolahan yang terdiri dari 

pengolahan ikan asin/kering, ikan pindang, 

kerupuk, dan lain-lain. 

Analisis Aspek Sosial 

Analisis aspek sosial bertujuan untuk 

mengetahui kelayakan kawasan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo 

berdasarkan aspek sosial. Hasil analisis 

kelayakan kawasan minapolitan pada 

aspek sosial ditunjukkan pada Tabel 3. 
Tabel 3  Analisis kelayakan aspek sosial 

Indikator Bobot Skor Indeks 

Tingkat pendidikan 

formal masyarakat  

17,43 3,55 61,87 

Pemberdayaan 

masyarakat perikanan 

7,06 2,08 14,68 

Akses masyarakat 

dalam pengelolaan 

sumberdaya 

perikanan 

6,10 4,99 30,43 

Keterlibatan nyata 

dalam bidang 

perikanan 

15,89 4,99 79,29 

Peran masyarakat 

adat dalam 

pengelolaan 

sumberdaya perikaan 

7,13 3,55 25,31 

Frekuensi konflik 7,22 3,00 25,31 

Alokasi waktu untuk 

usaha perikanan 

14,13 4,21 59,48 

Jumlah desa dengan 

penduduk bekerja 

9,63 4,21 40,54 

Kerjasama dalam 

usaha dibidang 

perikanan 

11,56 4,21 48,66 

Partisipasi keluarga 

dalam usaha 

perikanan 

3,85 4,21 16,20 

Total Penilaian 389,00 

Sumber : Data diolah (2019). 

Hasil pemetaan analisis kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan pada 

aspek sosial menggunakan Matlab 

ditunjukkan pada Gambar 4. 

 
Gambar 4  Fungsi keanggotan aspek sosial 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan 

menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo 

secara sosial “layak” untuk dikembangkan 

kawasan minapolitan.  Lingkungan sosial 

di Kabupaten Situbondo cukup kondusif 

bagi pengembangan kawasan minapolitan. 

Faktor utama yang memiliki peran 

penting dalam kelayakan aspek sosial 

pengembangan kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo adalah peran aktif 

masyarakat dalam pengelolaan 

sumberdaya perikanan.  Pengelolaan dan 

pemanfaatan sumberdaya perikanan akan 

dapat berjalan dengan baik jika melibatkan 

partisipasi dan dukungan semua pihak, 

yaitu pemerintah daerah, dunia usaha 

(industri), Non-Governmental 

Organization (NGO) serta masyarakat itu 

sendiri (Ismail, 2013; Agnew, 2019). 

Adanya partisipasi seluruh pemangku 

kepentingan akan mewujudkan rasa 

memiliki dan tanggung jawab untuk 

bersama-sama menjaga kelestarian 

sumberdaya perikanan. Dengan demikian, 

aspek pengelolaan, pemanfaatan, 

pengawasan, dan kelestarian menjadi 

tanggungjawab bersama dari semua 

komponen masyarakat. 

Analisis Aspek Ekonomi 

Analisis aspek ekonomi pada 

penelitian bertujuan untuk mengetahui 
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kelayakan pengembangan kawasan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo 

berdasarkan aspek ekonomi. Hasil analisis 

kelayakan pengembangan kawasan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo pada 

aspek ekonomi ditunjukkan pada Tabel 4. 
Tabel 4  Analisis kelayakan aspek ekonomi 

Indikator Bobot Skor Indeks 

Ketersedian pasar 14,47 4,99 72,20 

Keragaman komoditas 

unggulan 

13,50 4,99 67,30 

Penyerapan tenaga 

kerja perikanan 

8,93 4,99 44,40 

Pemilik asset produksi 

oleh masyarakat 

12,83 3,00 38,40 

Kontribusi terhadap 

PDRB 

9,47 4,21 39,80 

Kontribusi terhadap 

PAD untuk bidang 

perikanan 

9,83 4,99 48,90 

Perubahan nilai APBD 

perikanan 5 tahun 

terakhir 

9,50 4,99 47,40 

Harga komoditas 

perikanan 

7,10 4,21 29,80 

Ketersedian SDM 

perikanan 

6,63 4,99 33,00 

Potensi 

pengembangan usaha 

Agroindustri 

7,83 4,99 38,90 

Total Penilaian 460,00 

Sumber : Data diolah (2019). 

Pemetaan hasil analisis kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo pada aspek ekonomi 

ditunjukkan pada Gambar 5.  

 
Gambar 5 Fungsi keanggotaan aspek ekonomi 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

wilayah Kabupaten Situbondo secara 

ekonomi layak dijadikan sebagai lokasi 

pengembangan kawasan minapolitan. 

Pengembangan kawasan minapolitan dapat 

memberikan keuntungan secara ekonomi 

kepada stakeholder, khususnya masyarakat 

yang terlibat secara langsung dalam 

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya 

perikanan dan juga Pemerintah Kabupaten 

Situbondo secara umum. 

Pada aspek ekonomi, kelayakan 

minapolitan di Kabupaten Situbondo 

didukung oleh ketersediaan pasar dan 

ragam produk perikanan. Kabupaten 

Situbondo memiliki potensi yang sangat 

besar di sektor perikanan.  Jumlah produksi 

perikanan dan kelautan Kabupaten 

Situbondo didominasi oleh produksi 

perikanan tangkap dimana pada tahun 2018 

jumlah produksinya mencapai 14.241,7 

ton, yang didominasi oleh ikan layang, 

tongkol, teri, petek, dan kurisi.  Kontribusi 

sektor perikanan, termasuk pertanian dan 

kehutanan pada struktur Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB)  Kabupaten 

Situbondo atas dasar harga berlaku pada 

tahun 2018 mencapai 32,59 % (BPS 2019). 

Potensi pasar produk perikanan yang 

dihasilkan minapolitan cukup mendukung, 

baik pasar ekspor maupun domestik.  

Potensi pasar ekspor dapat dilihat dari data 

ekspor produk perikanan Indonesia pada 

periode Januari-Maret 2020 yang 

jumlahnya mencapai 295,13 ribu ton, 

meningkat 10,96 % pada periode yang 

sama tahun 2019.  Negara tujuan ekspor 

terbesar berturut-turut adalah Amerika 

Serikat, Tiongkok, negara-negara ASEAN, 

Jepang, dan Uni Eropa.  Produk perikanan 

ekspor potensial meliputi udang, tuna-

tongkol-cakalang, cumi-sotong-gurita, 

rajungan-kepiting, dan rumput laut. 

Dalam meningkatkan potensi pasar 

domestik, Pemerintah Kabupaten 

Situbondo telah melakukan beberapa 

upaya, diantaranya Program Asuransi 

Nelayan, GEMARIKAN, pasar ikan 

murah, kampong kerapu, lomba masak dan 

bazar ikan, festival ikan, kampong ikan, 

dan lain-lain. Selain itu, untuk 

meningkatkan nilai tambah produk 
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perikanan, masyarakat di Kabupaten 

Situbondo telah melakukan pengembangan 

agroindustri dengan membuat berbagai 

produk olahan hasil perikanan.  Beberapa 

produk hasil perikanan unggulan yang 

sudah berkembang di Kabupaten 

Situbondo dan berpotensi besar diterima 

oleh pasar lokal di Kabupaten Situbondo, 

yaitu kerupuk ikan rucah/ikan campuran, 

kerupuk ikan tongkol, kerupuk cumi, 

kerupuk udang, rengginang ikan tongkol, 

rengginang cumi, petek crispy, teri crispy, 

udang tepung, stick ikan tongkol, stick 

cumi, keripik layur dan keripik lemuru 

(Ramli et al., 2018). 

Analisis Aspek Kelembagaan 

Analisis aspek kelembagaan bertujuan 

untuk mengetahui kelayakan kawasan 

minapolitan berdasarkan aspek 

kelembagaan.  Aspek kelembagaan terkait 

dengan pihak-pihak yang berperan penting 

dalam pengembangan minapolitan yang 

berkelanjutan, serta bagaimana mekanisme 

hubungan kelembagaannya yang terkait 

dengan pengembangan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo. Hasil analisis 

kelayakan minapolitan pada aspek 

kelembagaan ditunjukkan pada Tabel 5.  
Tabel 5  Analisis kelayakan aspek kelembagaan 

Indikator Bobot Skor Indeks 

Keberadaan kelompok 

nelayan dan budidaya 

13,38 4,99 66,80 

Keberadaan penyuluhan 

nelayan 

11,91 4,99 59,40 

Keberadaan lembaga 

keuangan mikro 

9,21 4,99 46,00 

Mekanisme kerjasama 

lintas sektoral dalam 

program 

perikanan/minapolitan 

12,10 4,99 60,40 

Keberadaan lembaga 

sosial 

8,50 4,99 42,40 

Keberadaan kelompok 

pengawas 

8,91 4,99 44,50 

Keberadaan perangkat 

hukum adat/agama 

9,10 4,99 45,40 

Kerjasama pemerintah 

pusat 

8,35 4,99 41,70 

Keberadaan peraturan 

per-UU pengembangan 

Minapolitan 

7,19 4,99 35,90 

Keberadaan  lembaga 

kelompok pendukung 

kelompok nelayan atau 

budidaya 

11,35 4,99 56,60 

Total Penilaian 499,00 

Sumber : Data diolah (2019). 

Pemetaan hasil analisis kelayakan 

pengembangan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo pada aspek kelembagaan 

ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6 Fungsi keanggotaan aspek kelembagaan 

Berdasarkan hasil analisis kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan pada 

aspek kelembagaan menunjukkan hasil 

yang sama dengan hasil kelayakan pada 

aspek-aspek keberlanjutan sebelumnya. 

Secara kelembagaan, kawasan minapolitan 

di Kabupaten Situbondo “layak” untuk 

dikembangkan. 

Indikator aspek kelembagaan yang 

mempunyai kontribusi besar pada 

kelayakan pengembangan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo adalah keberadaan 

kelompok nelayan dan budidaya, termasuk 

lembaga kelompok pendukung kelompok 

nelayan atau budidaya.  Jumlah nelayan di 

Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 

tercatat sebanyak 12.868 orang (BPS 

2019).  Dalam hal ini, pihak-pihak yang 

mempunyai peran penting dalam 

pengembangan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo adalah kelompok nelayan dan 

lembaga pendukungnya, termasuk 

penyuluh lapangan.  Disamping itu, 

kelembagaan tersebut perlu diperkuat 

dengan mekanisme kerjasama lintas 

sektoral, seperti pemerintah daerah, 

perbankan, transportasi, dan lain-lain, 

untuk mendukung keberhasilan 
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pengembangan minapolitan yang 

berkelanjutan di Kabupaten Situbondo. 

Dalam rangka terus mendukung 

pengembangan minapolitan, pemerintah 

daerah diharapkan mampu memperbaiki 

aspek kelembagaan, misalnya penetapan 

kebijakan publik, insentif, disinsentif, 

peraturan daerah yang kondusif bagi 

pengembangan kegiatan ekonomi yang 

berbasis pada keterlibatan masyarakat 

dalam pemanfaatan sumberdaya alam 

lokal, fasilitasi akses pasar dan pendanaan 

yang melibatkan pihak eksternal.   

Agregasi Kelayakan Minapolitan 

Untuk mendapatkan gambaran yang 

utuh terkait dengan kelayakan 

pengembangan minapolitan yang 

berkelanjutan di Kabupaten Situbondo, 

maka dilakukan agregasi kelayakan.  

Keempat aspek keberlanjutan kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan 

(ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan) 

merupakan input dari sistem kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan.  

Sementara output sistem adalah hasil 

kelayakan secara keseluruhan terhadap 

kelayakan pengembangan minapolitan 

yang berkelanjutan, yang merupakan 

agregasi sistem kelayakan.  Agregasi 

sistem input dan output kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan 

divisualisasikan menggunakan perangkat 

lunak Matlab, yang ditunjukkan pada 

Gambar 7.  

 
Gambar 7  Variable input output agregasi 

kelayakan kawasan minapolitan 

Verifikasi sistem untuk agregasi 

kelayakan pengembangan minapolitan 

yang berkelanjutan menggunakan 

perangkat lunak Matlab.  Tampilan hasil 

verifikasi sistem tersebut ditunjukkan pada 

Gambar 8.   

 
Gambar 8 Tampilan hasil verifikasi sistem 

agregasi  kelayakan minapolitan 

Gambar 8 menunjukkan bahwa 

agregasi komponen kelayakan 

pengembangan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo menghasilkan skor sebesar 397.    

Berdasarkan nilai agregasi komponen 

kelayakan tersebut, defuzzifikasi nilai pada 

tingkat kelayakan ini terletak pada daerah 

”layak”.   

 
Gambar 9  Fungsi Keanggotaan agregasi 

kelayakan 

Hasil ini menunjukkan bahwa 

keberadaan kawasan minapolitan di 

wilayah Kabupaten Situbondo layak 
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dikembangkan.  Kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo dapat dianggap 

sebagai kawasan minapolitan yang 

berkelanjutan (sustainable minapolitan). 

Rekomendasi Tidak Lanjut  

Rekomendasi tindak lanjut yang dapat 

dilakukan dalam pengembangan kawasan 

minapolitan yang berkelanjutan di 

Kabupaten Situbondo adalah sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan rencana induk 

pengembangan kawasan minapolitan 

dengan memperhatikan keseimbangan 

aspek ekonomi, ekologi, sosial, dan 

kelembagaan. 

2. Penataan ruang kawasan perdesaan dan 

menumbuhkan pusat-pusat pelayanan 

fasilitas perkotaan yang dapat 

mengarah pada terbentuknya kota-kota 

kecil berbasis perikanan untuk 

meningkatkan pendapatan kawasan 

perdesaan. 

3. Pengembangan industrialisasi usaha 

perikanan dari hulu hingga hilir di 

kawasan minapolitan berdasarkan 

konsep blue economy. 

4. Pengembangan kelembagaan dengan 

menciptakan hubungan yang sinergis 

antar pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam pengembangan kawasan 

minapolitan sesuai dengan prinsip-

prinsip co-management. 

KESIMPULAN 

Hasil analisis kelayakan 

pengembangan kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo menggunakan 

konsep pembangunan berkelanjutan 

menunjukkan bahwa baik secara parsial 

maupun agregat, kawasan minapolitan di 

Kabupaten Situbondo layak dikembangkan 

berdasarkan kesesuaian aspek ekologi, 

sosial, ekonomi, dan kelembagaan.  

Kawasan minapolitan di Kabupaten 

Situbondo dapat dikembangkan menjadi 

kawasan minapolitan yang berkelanjutan. 
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